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ABSTRAK
Land and Building Tax (PBB) is a tax which contribute greatly to the development of the area. The basic law of Land and Building Tax (PBB) used is Law Number 28 of 2009 on local taxes change as arranged more clearly on Surabaya Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning property tax in urban areas. However, these regulations have not been performing well in the Village Medokan Ayu Surabaya due to many factors. So the government should evaluate Surabaya Regional Regulation Number Surabaya. 10 of 2010 concerning property tax aquaculture sektor like deceiving sektor in Medokan Ayu urban in order to maximize the incoming area and can help local people to increase revenue and better understand the principles of the United Nations taxation so that payments Land and Building Tax (PBB) can be accepted by all parties. 
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang sangat penting baik sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Oleh karena itu tingkat perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap objek pajak perlu ditingkatkan. Adapun bentuk pajak bermacam-macam, yang di antaranya adalah PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Hal-hal yang berkaitan dengan subjek pajak dan objek pajak telah diatur berdasarkan Undang-Undang masing-masing bentuk pajak tersebut. 
Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi dana yang sangat besar untuk pembangunan daerah, maka perlu diperhatikan pengenaan objek  dan subjek pajaknya secara khusus. Objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi dan di bawah tubuh bumi yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Oleh  sebab itu perlu peningkatan peran serta masyarakat dengan cara menghimpun dana melalui berbagai objek pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pajak merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pemungutan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Hal ini berlaku pada semua negara demokrasi. Dengan adanya dasar hukum menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang dapat menjadi Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, pengairan) serta laut wilayah kota. Bangunan adalah konstuksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Berdasarkan pengertian mengenai objek pajak di atas, maka tambak dapat dikategorikan sebagai objek pajak. Dengan melihat banyaknya Subjek Pajak yang bergerak dalam bidang pertambakan, maka diperkirakan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sub sektor ini besar. OIeh karena itu, seperti pada Objek Pajak lain, sub sektor ini perlu juga mendapat perhatian dari pemerintah daerah, mengingat salah satu fungsi pajak adalah fungsi penganggaran yakni pajak sebagai suatu alat dan sumber untuk mendatangkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas wilayah kota yang pada suatu saat nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran wilayah kota.

Pemerintah Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya kurang mendapatkan perhatian mengenai kondisi pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan dilihat dari peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan. Hal itu dapat menyebabkan banyaknya ketidakpatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan karena masih merasa dirugikan akan adanya peraturan daerah tersebut padahal mereka cukup mampu untuk membayar pajak tersebut. Tidak secara langsung, hal itu mempengaruhi adanya penerimaan dana di wilayah kota Surabaya. Sehingga diperlukan adanya Evaluasi pada peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
Rumusan Permasalahan



Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut sehingga rumusan masalahnya antara lain: 
1. Bagaimana faktor yang menghambat penerapan peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya?; 
2. Bagaimana penerapan peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya?. 
Sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana evaluasi penerapan peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya.
Tujuan Penulisan



Menelaah dan memahami secara deskriptif peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang PBB sektor pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya serta mengetahui evaluasi penerapan peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya agar pemerintah segera merevisi atas peraturan yang berlaku.
KAJIAN PUSTAKA

Ruang Lingkup Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo,2009)
Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan demikian persoalan PBB tidak hanya persoalan ekonomi atau administrasi maupun persoalan keuangan tetapi harus dilihat secara holistik dan komprehensif. 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan official assessmen system). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Tingkat I, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.  Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.  Termasuk dalam pengertian bangunan antara lain : Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberikan manfaat 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah  harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti yang dimaksud dengan: 

a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis, yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. 

b. Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut. 

c. Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)  adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan undang-undang pajak bumi dan bangunan. 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP wajib pajak. 
Macam-Macam Objek Pajak (Perda kota Surabaya no. 10 tahun 2010 tentang PBB)
1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 

2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokkan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. 

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: letak, peruntukan, pemanfaatan serta kondisi lingkungan dan lain-lain.  Penentuan Klasifikasi bangunan perlu memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut: bahan yang digunakan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan dan lain-lain. 
3. Pengecualian Objek Pajak 
Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan.

Peraturan Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur oleh Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. Jadi dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang No. 28  Tahun 2009 tentang perubahan pajak daerah sebagaimana telah diatur lebih jelas pada peraturan daerah wilayah Kota Surabaya No. 10 tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan pada wilayah kota. Dan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan serta untuk menunjang kelancaran Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan maka ditetapkannya peraturan Walikota Surabaya No. 52 tahun 2011. 
Faktor penghambat penerapan pajak bumi dan bangunan 
Fenomena yang terkait pajak bumi dan bangunan sehingga kurang optimalnya penerimaan disebabkan oleh banyak faktor antara lain (Erly, 2011):

1. Kemampuan sumber daya manusia
2. Sarana dan prasarana
3. Kepemimpinan
4. Koordinasi dan pengawasan
5. Kondisi tempat tinggal
6. Kondisi sosial ekonomi
7. Peraturan yang kurang sesuai
Asas-Asas Pemungutan Pajak
Asas-asas pemungutan pajak terdiri atas 4 asas antara lain (Erly, 2011):
1. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.
Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak berasal dari beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yakni (Erly, 2011):

1. Teori asuransi
Mengapa fiskus suatu negara berhak memungut pajak dari penduduknya? Menurut teori asuransi, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk, karena negara dianggap identik dengan perusahaan asuransi dan wajib pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, menurut teori ini, melindungi segenap rakyatnya.

2. Teori kepentingan
Para penganut teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya.

3. Teori bakti
Teori ini boleh dikatakan sama dengan teori kedaulatan negara pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataannya. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, penduduk terikat pada keberadaan negara, karenannya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

4. Teori daya pikul
Teori daya pikul sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, pemerintah harus memperhatikan daya pikul dari wajib pajak. Jadi wajib pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya.

5. Teori asas daya beli

Menurut teori ini justifikasi pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.
6. Teori pembangunan

Teori–teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin.
Dasar Perhitungan Pajak

Dasar perhitungan pajak yang dijelaskan pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 6, 7 dan 8 antara lain:

1. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah NJOP.  Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  dilakukan oleh Kepala Daerah. 

2. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut : 
a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar  rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun; 
b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun. 
Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam  penelitian ini adalah  jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif  merupakan jenis penelitian yang mengarah pada pengembangan sebuah teori dan menganalisis permasalahan dengan menggunakan penelitian. Dalam penelitian ini kinerja atau penerapan dari objek penelitian akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah ada yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan.
Jenis  dan Teknik Pengmpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat terbaru. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan diskusi terfokus. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal atau data yang dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan serta undang-undang yang terkait dari peraturan tersebut.
Ruang Lingkup

Penelitian dapat mencapai tujuan dan manfaat sebagaimana disebutkan di atas sehingga ruang lingkup penelitian ini hanya diarahkan kepada kajian dan analisis tentang Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya.

Teknik Analisis
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dituangkan dalam bentuk pemaparan konsep, kajian dan analisis perspektif.

Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang diteliti adalah Kelurahan Medokan Ayu Surabaya dengan mewawancarai 20 wajib pajak yang memilki tambak di wilayah Kelurahan Medokan Ayu Surabaya dan Pihak kecamatan Rungkut.
Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan
Menyusun proposal penelitian, ini digunakan untuk meminta izin kepada lembaga yang terkait sesuai dengan sumber data yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Peneliti pengumpulkan data dengan cara:
a. Wawancara dengan warga di Kelurahan Medokan Ayu dan pihak kecamatan rungkut terkait
b. Undang-undang dari website walikota Surabaya

c. Menelaah teori dari teori yang relevan
3. Mengidentifikasi data
Data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi diidentifikasi untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa sesuai tujuan yang diinginkan.

4. Tahap Akhir Penelitian

a. Menyajikan data dalam bentuk diskripsi.
b. Menganalisis data sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
HASIL

Hasil Wawancara
Dari 20 WP (Wajib Pajak) yang di wawancarai hasilnya sebagai berikut:

Tabel I Daftar dan Hasil Pertanyaan
	No
	Pertanyaan
	Hasil

	1
	Apakah anda mengetahui adanya pajak tambak?

a. Iya



b. Tidak
	iya    = 20 

tidak = 0 

	2
	Apakah anda patuh membayar pajak tambak?

b. Iya



b. Tidak

(bila tidak lanjut pertanyaan kedua, bila iya langsung pertanyaan ketiga)
	iya    = 3 WP

tidak = 17 WP

	3
	Sejak  tahun berapa anda tidak membayar pajak tambak?

a. 2008    b. 2009     c. 2010     

d. 2011     e. ........
	Tahun 

2001  = 1  2003  = 1  2004  = 1  2006  = 1  2008  = 1  2009  = 1  2010  = 12  2011  =  2 WP

	4
	Apakah anda sengaja untuk tidak membayar pajak tambak?

a. Iya



b. Tidak

(jika iya, sebutkan alasannya)
	iya    = 20 

karena pajak yang dikenakan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan dari pajak tersebut.
tidak = 0

	5
	Apakah ada peringatan dari pihak berwenang saat anda tidak membayar pajak?

a. Ada


b. Tidak

(jika iya, sebutkan bentuk peringatan tersebut)
	ada   = 20 

setiap tahunnya diberikan SPPT  serta denda atas keterlambatan
tidak = 0

	6
	Apakah pihak berwenang  memberikan keringanan terhadap pajak tambak?

a. Iya



b. Tidak

(bila tidak lanjut pertanyaan kedelapan, bila iya langsung pertanyaan ketujuh)
	iya     = 20 

tidak = 0

	7
	Apakah dengan adanya keringanan tersebut membuat anda membayar pajak tambak?

a. Iya



b. Tidak
(jika tidak, sebutkan alasannya)
	iya     = 0 

tidak = 20
karena pajak yang dikenakan tetap tinggi dikarenakan pajak terutang sudah menumpuk dengan dendanya selama beberapa tahun tidak membayar pajak

	8
	Apakah anda setuju apabila Peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya di revisi kembali?

a. Setuju


b. Tidak Setuju

(bila bila setuju langsung pertanyaan kesembilan)
	Setuju           = 20 

Tidak setuju = 0

	9
	Apa saran anda terhadap perubahan atau evaluasi atas peraturan pajak tersebut?


	· Pajak tambak dihapuskan = 6

· Meminta pemutihan pajak tambak (denda dan pajak tahun sebelumnya dihapuskan) = 4

· Apabila NJOP dari pemerintah tetap tinggi sehingga pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan penghasilan, lahan tambak dibeli saja oleh pemerintah = 9

· Pemerintah seharusnya memahami asas-asas pemungutan pajak yang ada = 1


Sumber : Data dari Wajib Pajak diolah Peneliti


Warga di Kelurahan Medokan Ayu sejumlah 20 wajib pajak tambak yang diwawancarai. WP mengaku sudah semenjak tahun 2001 WP sudah tidak membayar pajak tambak. Jumlah WP yang tidak patuh pajak semakin meningkat pada tahun 2010. Hal tersebut dikarenakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP yang semakin tinggi berbanding lurus dengan peningkatan pajak terutang yang dikenakan pada objek pajak tersebut. 
SPPT yang dikirimkan kepada WP oleh Dirjen Pajak tidak membuat warga untuk membayar pajak tersebut dikarenakan hasil dari pajak lebih kecil dari pajak yang dikenakan oleh Dirjen Pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel II dan III. Banyak WP yang merasa keberatan adanya pungutan pajak tambak. WP sudah sering mengajukan keberatan terhadap Dirjen Pajak. Menurut pihak kecamatan, memang sudah ada tanggapan dari adanya pengajuan keberatan tersebut, seperti pengurangan sanksi administratif dan diskon pada pajak terutangnya. Namun  WP tetap tidak membayar pajak dikarenakan pajak terutangnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah menunggak sampai puluhan bahkan ratusan juta.
Tabel II Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) (Rata-Rata)
Tahun 2001-2012
	Tahun
	Kelas
	Luas (M2)
	NJOP / M2
	Total NJOP

	2001
	A34
	29750
	Rp      27.000
	Rp       803.250.000

	2002
	A33
	29750
	Rp      36.000
	Rp    1.071.000.000

	2003
	A33
	29750
	Rp      36.000
	Rp    1.071.000.000

	2004
	A32
	29750
	Rp      48.000
	Rp    1.428.000.000

	2005
	A31
	29750
	Rp      64.000
	Rp    1.904.000.000

	2006
	A30
	29750
	Rp      82.000
	Rp    2.439.500.000

	2007
	A29
	29750
	Rp    103.000
	Rp    3.064.250.000

	2008
	A28
	29750
	Rp    128.000
	Rp    3.808.000.000

	2009
	A27
	29750
	Rp    160.000
	Rp    4.760.000.000

	2010
	A27
	29750
	Rp    160.000
	Rp    4.760.000.000

	2011
	A26
	29750
	Rp    200.000
	Rp    5.950.000.000

	2012
	A26
	29750
	Rp    200.000
	Rp    5.950.000.000


Sumber : Data dari Wajib Pajak diolah Peneliti

Tabel III Presentase Perbandingan Pajak dan Penghasilan
Tahun 2001-2012
	Tahun
	Pajak
	Penghasilan
	Presentase Perbandingan Pajak Dan Penghasilan

	2001
	Rp    1.606.500
	Rp      4.943.077
	32,50 %

	2002
	Rp    2.142.000
	Rp      6.530.488
	32,80 %

	2003
	Rp    2.142.000
	Rp      6.394.030
	33,50 %

	2004
	Rp    2.856.000
	Rp      9.124.601
	31,30 %

	2005
	Rp    3.808.000
	Rp    11.333.333
	33,60 %

	2006
	Rp    4.879.000
	Rp    12.046.914
	40,50 %

	2007
	Rp    6.128.500
	Rp    14.591.667
	42,00 %

	2008
	Rp    7.616.000
	Rp    17.711.628
	43,00 %

	2009
	Rp    9.520.000
	Rp    21.155.556
	45,00 %

	2010
	Rp    9.520.000
	Rp    22.775.120
	41,80 %

	2011
	Rp  11.900.000
	Rp    27.674.419
	43,00 %

	2012
	Rp  11.900.000
	Rp    27.045.455
	44,00 %


Sumber : Data dari Wajib Pajak diolah Peneliti
PEMBAHASAN
Faktor yang menghambat penerapan peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang sektor pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya

Tahun 2001 sebelum pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah, seperti yang disebutkan pada Undang-Undang No. 28  Tahun 2009 tentang perubahan pajak daerah, WP mengaku sudah merasa keberatan adanya pajak tambak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan teori pemungutan pajak. Sampai pada Undang-Undang No. 28  Tahun 2009 tentang perubahan pajak daerah yang menyebutkan bahwa pajak bumi dan bangunan masuk menjadi pajak daerah yang ditetapkan lebi jelas pada peraturan daerah kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan. Sampai diterapkannya peraturan tersebut WP masih belum menemukan adanya kesesuaian terhadap pemungutan pajak. Sehingga WP harus mengajukan keberatan sesuai prosedur yang di atur pada peraturan walikota Surabaya No.53 Tahun 2012 tentang tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan pajak bumi dan bangunan. 

Hasil wawancara penulis baik dari WP maupun petugas kecamatan, memang WP sudah mengajukan keberatan pada tahun sebelum diterapkannya peraturan daerah kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 dan sebelum pajak pusat menjadi pajak daerah. Menurut pihak kecamatan, pengajuan tersebut sudah mendapatkan tanggapan dari pemerintah sendiri, seperti dihapuskannya sanksi administratif pajak. Namun WP tetap tidak membayar pajak karena pajak yang dipungut tidak memenuhi teori pemungutan pajak yaitu teori daya pikul yang dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut daya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran. Sehingga dilihat dari teori daya pikul itu sehingga WP tidak membayar pajak karena penghasilan yang dididapat tidak sesuai dengan pungutan pajak yang diberikan oleh dirjen pajak. Pada saat pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah justru membuat NJOP semakin tinggi dan pajak terutang juga semakin tinggi.


Ketetapan peraturan daerah kota surabaya nomor 10 tahun 2010 yang lebih dijelaskan lagi pada peraturan walikota Surabaya No. 52 tahun 2011 tentang penyampaian surat pemberitahuan objek pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada wajib pajak di wilayah Kota Surabaya khususnya di Kelurahan Medokan Ayu menolak adanya ketetapan baru tersebut. WP merasa keberatan dengan adanya akumulasi SPPT yang disampaikan oleh dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan  dikarenakan jumlah pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan yang totalnya tidak sebanding dengan  penghasilan yang didapatkan oleh warga selama setahun yakni presentase rata-rata sebesar 40% (dapat dilihat pada tabel II dan III) dari penghasilan yang diterima, sehingga memberatkan para wajib pajak di Kelurahan Medokan Ayu. Dilihat dari perhitungan sesuai peraturan daerah kota Surabaya no.10 tahun 2010, peritungan berdasarkan NJOP. NJOP yang diterapkan dan selalu diubah setiap tahunnya yang dapat dilihat dari peraturan terbaru Perturan Walikota Surabaya No. 13 tahun 2013 tentang klasifikasi NJOP pada daerah Medokan Ayu yang justru penentuan NJOPnya semakin tidak memenuhi asas pemungutan pajak. Itu merupakan faktor utama  penyebab ketidakpatuhan wajib pajak di Kelurahan Medokan Ayu. 


Penjelasan di atas terdapat berbagai faktor yang juga menghambat adanya penerapan peraturan Daerah Kota Surabaya no.10 tahun 2010 seperti warga yang tidak mengetahui seberapa pentingnya membayar pajak, sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah serta kurangnya penyuluhan oleh pemerintah sendiri, walaupun pada dasarnya di Surabaya khususnya telah beroperasi mobil keliling untuk membayar pajak. Namun pada kenyataannya para WP masih belum ada kesadaran membayar pajak. 
Penerapan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya
Ketetapan UU No. 28 tahun 2009 tentang peraturan daerah dan retribusi daerah di Indonesia, pajak bumi dan bngunan yang semula menjadi pajak pusat beralih pada pajak daerah. Hal itu berarti semua hal tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pajak bumi dan bangunan juga diatur sendiri dan mengalami pembaharuan setelah beralih menjadi pajak daerah sehingga ditetapkan pada peraturan baru yaitu ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan, maka penetapan besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan oleh kepala daerah. Yang berujung ditetapkannya peraturan daerah kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyampaian surat pemberitahuan objek pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada wajib pajak. peraturan yang ada tersebut digunakan oleh pemerintah wilayah kota surabaya untuk memungut pajak bumi dan bangunan dan menentukan besarnya nilai jual objek pajak di wilayah kota surabaya.
Pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan di kelurahan medokan ayu khususnya yang terkena pajak bumi dan bangunan yang ketetapan nilai jual objek pajaknya ditetapkan oleh pemerintah daerah wilayah Kota Surabaya diatur pada peraturan walikota no. 13 tahun 2013. Yang pemerintah kurang memperhatikan asas dan teori pemungutan pajak yaitu teori daya pikul yang berdasarkan asas keadilan. Sehingga pajak yang dipungut mencapai 40% dari penghasilan yang di dapat.
Wajib pajak di lingkungan kelurahan Medokan Ayu mengatakan bahwa jumlah pajak  bumi dan bangunan sektor pertambakan yang dipungut oleh pemerintah  daerah wilayah kota Surabaya tidak sesuai dengan keadaan dan justru lebih besar hasil yang didapat pada tambak yang mereka miliki. Sehingga walaupun pemungutan dan administrasi sudah dimudahkan oleh pemerintah wilayah Kota Surabaya, para WP tetap tidak membayar pajak tambak tersebut dikarenakan pajak yang terlalu tinggi yang tidak sebanding dengan penghasilan para wajib pajak tambak yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. “Memang, sudah ada keringanan dari pemerintah sendiri dengan adanya pengurangan pajak tersebut, namun dengan syarat pajak beserta denda harus dibayar semua, padahal pajak tahun sebelum-sebelumnya sudah menumpuk sangat banyak”, kata Pak Sugino selaku warga Medokan Ayu. 
Evaluasi Peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya

Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sudah tidak sesuai dengan asas dan teori pemungutan pajak. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Agar pajak yang dikenakan itu seimbang antara penghasilan dan pajak tersebut yang sesuai dengan asas equality  dan sesuai dengan teori daya pikul. 

Wajib pajak Kelurahan Medokan Ayu menolak untuk membayar pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan dikarenakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak lebih besar dari yang didapat setiap tahunnya dari tambak tersebut. Di sini pemerintah beranggapan bahwa pajak tersebut berpenghasilan, namun pemerintah tidak melihat secara langsung penghasilan dari tambak tersebut. Sehingga peraturan yang ada hanya berasumsi bahwa tanah tersebut (tambak) berpenghasilan dan harus dikenai pajak sesuai ketetapan yang berlaku. Pajak yang dikenakan hampir rata-rata 40% dari penghasilan yang didapat (dapat dilihat pada tabel II dan III).

Pengakuan para wajib pajak di Kelurahan Medokan Ayu, total biaya yang dikeluarkan untuk pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan oleh masing-masing pemilik tambak cukuplah besar, berkisar 5juta ke atas per tahunnya semenjak peraturan daerah kota Surabaya No.10 tahun 2010. Karena menurut data yang ada, setiap wajib pajak di kelurahan Medokan Ayu memiliki tambak dalam ukuran luas sehingga menurut ketetapan yang ada dan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dilakukan oleh pemerintah bertotal puluhan juta. Hal tersebut naik sebesar 80% dari perhitungan pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan NJOP yang semakin tahun semakin meningkat (dapat dilihat pada tabel II dan III)  karena perhitungan pajak masih berdasarkan NJOP yang tidak melihat kondisi sebenarnya. Warga mengaku hasilnya tiap tahunnya tidak sebanyak pajak yang dikeluarkan tersebut. Atas dasar itulah para warga kelurahan Medokan Ayu menolak dengan keras adanya ketetapan pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan. 
Warga juga meminta untuk dibeli saja tanah tersebut dari pada harus membayar pajak itu tiap tahunnya. Sehingga dari ketetapan itu berlaku sampai saat ini para warga Kelurahan Medokan Ayu tidak ada yag membayar pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan tersebut serta dari pemerintah juga belum bisa mengatasi adanya permasalahan itu. Sampai pada tahun 2011 ada peraturan daerah terbaru yaitu peraturan daerah walikota Surabaya No. 52 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan yang digunakan untuk menunjang kelancaran penyampaian surat pemberitahuan objek pajak dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan kepada wajib pajak. walaupun peraturan tersebut sampai tahun 2012 tidak terlaksana dengan baik.

Peneliti menyarankan pada peraturan Peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya perlu diadakan revisi ulang dengan lebih memahami asas dan teori pemungutan pajak. Sehingga warga Kelurahan Medokan Ayu tetap membayar pajak dan pemerintah tetap menerima pendapatan daerah yang hasilnya dapat digunakan untuk masyarakat sendiri.
SIMPULAN
Hasil penelitian terhadap Peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya sudah tidak layak untuk diterapkan. Dikarenakan pemungutan pajak belum terlaksana dengan baik. Banyak asas-asas pemungutan pajak yang harusnya diperhatikan pemerintah. Dari asas dan teori pemungutan pajak  yang belum terpenuhi adalah equality yakni seimbang dengan kemampuan dari hasil yang diterima serta teori daya pikul yang dasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya dengan penghasilan. Disini para warga kelurahan Medokan Ayu merasa pajak yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil yang diperolehnya selama setahun yakni presentase rata-rata sebesar 40% serta kenaikan NJOP yang semakin tidak melihat kondisi sebenarnya naik mencapai 80% dari tahun sebelumnya (dapat dilihat pada tabel II dan III).
Saran dari peneliti, hal yang harus dlakukan agar para wajib pajak di kelurahan Medokan Ayu lebih patuh terhadap pajak adalah dengan :
1. Pembaruan atau evaluasi peraturan Walikota Surabaya no.10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu Surabaya pemerintah yang ada dan menyesuaikan dengan kondisi di Kelurahan Medokan Ayu.
2. Peraturan yang memberlakuan khusus pada Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kelurahan Medokan Ayu.
3. Pencapaian target penerimaan PBB diperlukan kerja keras dan kerja sama yang terpadu dari pihak terkait dan juga masyarakat sebagai objek pajak, sehingga hasil lebih optimal
4. Penerapan sangsi tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak.
5. Pemberian fasilitas atau layanan kepada wajib pajak untuk memudahkan pembayaran pajak.
6. Rencana perubahan secara umum adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan Sosialisasi melalui pertemuan RT/RW maupun kelurahan Medokan Ayu
b. Mengadakan Intensifikasi pada tiap-tiap lingkungan RT/RW. Penarikan PBB  dan menjelaskan perhitungan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang jelas agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap pajak bumi dan bangunan sektor pertambakan ini bisa dilakukan sebulan atau 3 bulan sekali dengan cara door to door  atau yang dikenal oleh pemerintah Kota Surabaya mobil keliling.
c. Terciptanya atau diberlakukannya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar PBB.

7. Memberdayakan sektor pertambakan di kelurahan Medokan Ayu agar bisa memaksimalkan pedapatan daerah dan bisa membantu warga sekitar untuk meningkatkan penghasilan sehingga pembayaran PBB bisa diterima oleh semua pihak.
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PBB yang terhutang	= tarif pajak x ( NJOP-NJOPTKP )


	= 40% x 0,5% x ( NJOP-NJOPTKP )
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